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ABSTRAK 
Tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimana perilaku wajib pajak UMKM dalam 

menjalankan kewajiban perpajakannya. Populasi penelitian adalah wajib pajak UMKM 

berkedudukan di surabaya, sampel penelitian ini melibatkan 52 responden menggunakan 

metode purposive sampling, kuisioner sebagai instrument dan diolah menggunakan SEM 

pendekatan Warp PLS 6.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan 

wajib pajak, keinginan wajib pajak untuk bernegosiasi, penyediaan laporan keuangan 

yang mendasarkan pada manajemen laba  memiliki dampak positif terhadap kewajiban 

perpajakan yang diukur dengan besarnya valuntary tax compliance, tetapi moral pajak 

yang dimemiliki wajib pajak dampak negatif terhadap kewajiban perpajakan yang diukur 

berdasarkan nilai valuntary tax compliance, perilaku kepatuhan wajib pajak, keinginan 

wajib pajak untuk bernegosiasi, penyediaan laporan keuangan mendasarkan manajemen 

laba di mediasi persepsi kebijakan fiskal UMKM  memiliki dampak positif terhadap 

kewajiban perpajakan yang diukur berdasarkan besarnya nilai valuntary tax compliance, 

sedangkan moral pajak yang dimiliki wajib pajak di mediasi persepsi kebijakan fiska 

lUMKM memiliki dampak negatif terhadap valuntary tax compliance. Kebaruan 

ditemukan bahwa wajib pajak patuh didalam menjalankan kewajiban perpajakannya 

dipengaruhi oleh perilaku wajib pajak, bukan karena peraturan, perilaku dilihat dari 

kondisi ekonomi, keuangan dengan menggunakan pendekatan kebijakan fiskal untuk 

UMKM dan pendekatan konseptual yang mendasarkan pada pandangan  yang 

berkembang atas kebijakan perpajakan tersebut. 

Keywords:  

Taxpayer 

Behavior, Tax 
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and Valuntary 

Tax 

Compliance. 

ABSTRACT 
The purpose of this study is to analyze how the behavior of MSME taxpayers in carrying 

out their tax obligations. The research population is MSME taxpayers domiciled in 

Surabaya, the sample of this study involved 52 respondents using purposive sampling 

method, questionnaire as an instrument and processed using SEM approach Warp PLS 

6.0. The results show that the taxpayer's compliance behavior, the taxpayer's willingness 

to negotiate, the provision of financial statements based on earnings management has a 

positive impact on tax obligations as measured by the amount of valuntary tax 

compliance, but the tax morale of taxpayers has a negative impact on tax obligations 

incurred. measured based on the value of valuntary tax compliance, taxpayer compliance 

behavior, willingness of taxpayers to negotiate, provision of financial reports based on 

earnings management mediating the perception of MSMEs' fiscal policy having a 

positive impact on tax obligations as measured by the value of valuntary tax compliance, 

while the tax morale they have Taxpayers mediate the perception of MSMEs' fiscal policy 

having a negative impact on valuntary tax compliance. Recently, it was found that 

obedient taxpayers in carrying out their tax obligations are influenced by the behavior of 

taxpayers, not because of regulations, behavior is seen from economic and financial 

conditions using a fiscal policy approach for MSMEs and a conceptual approach that is 

based on a developing view of the tax policy. 

JURNAL 
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PENDAHULUAN 

 

Penerapan kebijakan fiscal untuk UMKM sebaiknya harus mengikuti dinamika 

perekonomian, menurunnya tingkat pertumbuhan penerimaan dari sektor pajak 

mendorong pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan, dengan menggali 

potensi pajak penghasilan dari usaha UMKM, penerimaan pajak yang berasal dari 

sector UMKM berpeluang cukup besar namun untuk dapat memperoleh membutuhkan 

pemahaman bagaimana perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban 

perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak menjadi institusi yang tugasnya penghimpun 

penerimaan negara guna menjamin kedaulatan dan ke mandirian negara, 

menyelenggaraan negara yang mandiri dan berdaulat untuk meningkatkan penerimaan 

mendasarkan tingkat perilaku wajib pajak dalam menjalankan kepatuhan pajak sukarela 

dan menjunjung penegakan hukum yang adil, pelayanan yang memberi fasilitas 

berbasis teknologi modern untuk memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakannya, 

dengan didukung aparatur pajak yang berintegritas, professional dan kompeten yang 

memberikan kompensasi yang berbasis system manajemen kinerja yang baik, untuk 

menjamin  mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela 

(Valuntary Tax Compliance) yang tinggi. 

Model peramalan tentang perilaku wajib pajak UMKM dalam menjalankan 

kewajiban perpajakannya mendasarkan pada teori perilaku terencana dimana perilaku 

individu untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan mendasarkan niat dari wajib pajak 

yang terdiri dari keyakinan individu akan hasil dari perilaku yg dijalankan dan evaluasi 

akan hasil yang akan membentuk sikap yang akan dijalankan dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. 

Kewajiban perpajakan untuk UMKM didasarkan pada kerangka kebijakan  PPh  

yang  dituangkan dalam PP 46/2013 yang telah di rubah dengan PP 23/2018 dimana 

kebijakan yang diambil adalah pemberian kemudahan, penyederhaan  penghitungan  

PPh dan beban tarif final sebesar 0,5 % dari peredaran usaha, laporan keuangan 

menggunakan pencatatan untuk UMKM yang peredaran usahanya ≤ 4,8 milyard. 

  

Tinjauan 

Pelaku UMKM orang pribadi swa-usaha (self employment) merupakan jenis 

pelaku usaha yang mempunyai perilaku cenderung kurang patuh apabila dibandingkan 

wajib pajak badan, orang pribadi swa-usaha sangat kurang dalam memahami peraturan 

perpajakan  sehingga menjadikan mereka masuk dalam kelompok tidak patuh, selain 

itu kurangnya informasi yang ada di kantor pajak sebagai dasar pemeriksaan 

penghasilan yang dilaporkan sehingga akan memberikan peluang  wajib pajak swa-

usaha untuk melaporkan penghasilan secara tidak benar. Banyaknya pelaku UMKM 

yang bergerak di sektor informal sebagian besar catatan atas transaksi yang 

dilakukannya relatif tidak ada, sehingga menimbulkan kesulitan bagi administasi pajak 

untuk mengawasi kepatuhan pajak pelaku UMKM.  

Penelitian-penelitian yang di lakukan terkait hubungan kepatuhan wajib pajak 

dengan voluntary tax compliance, menunjukkan adanya perbedaan pengukuran 

kepatuhan ditinjau dari segi ekonom seperti yang dilakukan Alm et al. (1992), (1998) 

Harinurdin (2009)  kepatuhan tidak berpengaruh terhadap voluntary tax compliance, 

untuk penelitian Mar’atussholihah et al. (2013) meneliti kepatuhan di tinjau dari 

kesiapan aparat pemerintah dalam penyediaan sarana bagi wajib pajak, menunjukkan 

hasil yang belum konsisten. Oleh karena untuk mengisi gap atau kontroversi 
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dijembatani dengan pengembangan gagasan bahwa penelitian tersebut perlu diuji 

apakah perilaku kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan voluntary tax compliance. 

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM pemerintah 

memberlakukan kebijakan fiskal, suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan 

kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik, pada kebijakan fiskal UMKM 

pemerintah telah merubah peraturan pemerintam PP No 46 tahun 2013 menjadi PP No 

23 Tahun 2018. Perubahan pada besarnya tarif dari 1 % menjadi 0,5% dan jangka 

waktu untuk UMKM menyelenggarakan pencatatan untuk usaha orang pribadi 7 

tahun,CV,firma dan koperasi 4 tahun dan Perseroan terbatas (PT) 3 tahun. 

Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM disebabkan kebijakan pajak yang 

terlalu memberatkan, seperti penelitian Mwangi dan Nganga (2006) menunjukkan 

UMKM di Nigeria yang memiliki potensi tinggi namun mengalami kesulitan karena 

kebijakan pajaknya mengenakan tarif yang tinggi sehingga dianggap memberatkan 

UMKM. Berbeda dengan penelitian Atawodi dan Ojeka (2012), terdapat hubungan 

negatif antara penerimaan pajak dengan kemampuan UKM di Negeria untuk bertahan 

dan mengembangkan bisnisnya, kebijakan perpajakan bagi UKM di Nigeria dinilai 

sangat berat sebab tarif pajaknya yang tinggi, serta adanya pajak berganda, peraturan 

perpajakan yang rumit dan kurangnya edukasi maupun informasi yang terkait dengan 

perpajakan. 

Penerapan kebijakan fiskal untuk UMKM yang tidak sesuai akan berdampak 

pada tindakan ketidak patuhan seperti penelitian Jayanto (2011) meneliti ketidak 

patuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel sikap, norma subyektif dan moral 

berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. Hasil penelitian menjelaskan bahwa 

sikap terhadap ketidak patuhan pajak tidak berpengaruh terhadap niat ketidak patuhan 

wajib pajak, pembentukan dana cadangan dan perasaan pemanfaatan pajak 

mempengaruhi sikap, norma subyektif berpengaruh signifikan terhadap ketidak patuhan 

wajib pajak sedangkan moral tidak berpengaruh terhadap niat tax profesional untuk 

berperilaku tidak patuh. 

Ketidak putuhan wajib pajak dilihat dari perilaku wajib pajak seperti yang 

dilakukan oleh Hidayat dan Nugroho (2016) menelitian Studi Empiris Theory of 

Planned Behavior dan pengaruh kewajiban moral pada perilaku ketidak patuhan wajib 

pajak  orang pribadi. Hasil menunjukkan : pengaruh sikap (attitude) terhadap niat 

berperilaku adalah negatif dan tidak signifikan, norma subyektif (subjective norm) 

terhadap niat untuk berperilaku adalah positif dan tidak signifikan, kewajiban moral 

(moral obligation) terhadap niat untuk berperilaku adalah positif dan signifikan, kontrol 

perilaku yang dipersepsikan terhadap niat berperilaku adalah negatif dan tidak 

signifikan dan niat berperilaku (behavioral intention ) terhadap perilaku adalah positif 

dan signifikan. Perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan 

menggunakan strategi akuntansi dalam melaporkan keuangannya yang di sebut 

manajemen laba,  seperti penelitian Marlina (2014) menguji pengaruh manajemen laba 

dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan. Dengan melihat manajemen laba 

yang merupakan keputusan manajemen untuk meminimalkan atau memaksimalkan 

laba diukur dengan : Taking a bath, income minimization dan income smoothing, 

sedangkan kepatuhan perpajakan merupakan  suatu keadaan dimana wajib pajak taat 

dan patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakan dengan aturan 

perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan manajemen laba memberikan 

pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan dan sanksi perpajakan memberi pengauh 

terhadap kepatuhan perpajakan tidak lepas dari kondisi perilaku wajib pajak itu sendiri.  
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Urgensi penelitian ini dari segi pengembangan teori dan metodologi adalah 

sebagai berikut. Pemahaman tentang mengapa individu berperilaku taat atau tidak taat 

terhadap aturan pajak telah menjadi ketertarikan banyak aturan, meskipun terdapat 

ketertarikan yang signifikan terhadap riset-riset kepatuhan perpajakan yang dilihat dari 

sudut pandang yang berbeda, namun pemahaman terhadap variabel-variabel yang 

mempengaruhi kepatuhan perpajakan wajib pajak  yang mendasarkan pada perilaku 

wajib pajak  masih terbatas. Pada penelitian ini ,variabel perilaku yang di teliti 

menggunakan kerangka Theory of Planned Behavior (TPB),untuk menggali keyakinan 

perilaku (behavioral beliefs),dan keyakinan kendali (control beliefs) responden yang 

mendorong wajib pajak berperilaku patuh dan tidak patuh (Ajzen.2006). 

 

Literature review and hypotheses development 

1. Kepatuhan dan Perilaku Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya merupakan masala 

perilaku yang komplek yang membutuhkan metode dan sumber data untuk melakukan 

penyelidikan, menerapkan sanksi dan pemeriksaan yang berat akan dapat menjadi 

bumerang yang dapat menciptakan suap atau korupsi yang lebih besar sehingga perilaku 

wajib pajak menjadi tidak patuh terhadap peraturan, untuk meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak atau mengurangi penghindaran pembayaran pajak diperlukan pemahaman 

terhadap perilaku  kepatuhan wajib pajak (Pope, 2008) 

Menurut peraturan Menteri Keuangan No.544lKMK.04/2000.menyatakan 

bahwa “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara” 

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan. 

Mardiasmo (2013;72-76) terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

tingkat kepatuhan wajib pajak, antara lain: 

a. Pemahaman terhadap sistem Self Assessment : Ada beberapa sistem pemungutan 

pajak, yaitu: 

1) Official assessment system : merupakan suatu kondisi atau sistem dimana 

pemungutan pajak atas besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh 

fiscus(pemerintah) . 

2) Self assessment system : merupakan sistem pemungutan pajak yang mana 

besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak. 

3) Withholding system: Sistem pemungutan/pemotongan pajak yang mana 

besarnya pajak tehutang/ yang harus dibayar ditentukan oleh pihak ketiga. 

Sistem self assessment yang diterapkan dalam perpajakan di Indonesia 

memberikan kepercayaan secara penuh kepada wajib pajak untuk melaporkan, 

menghitung dan membayar sendiri pajak terhutang yang harus dibayar. Cara seperti 

ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran pajak, kejujuran, dan 

kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan peraturan undang-undang perpajakan 

yang  berlaku. 

b. Kualitas layanan. 

Dimensi kualitas pelayanan adalah suatu proses kinerja untuk memberikan 

bantuan kepada pihak lain dengan cara sesuai  prosedur atau kebijakan yang telah 

ditetapkan sehingga memerlukan kepekaan sikap dalam pengambilan keputusan dan 

hubungan yang baik secara interpersonal agar tercipta suatu kepuasan kerja dalam 
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pelayanannya dan adanya keberhasilan (Boediono,2003 dalam NiLuh 2006). 

Hakikat pelayanan umum adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi 

pemerintah di bidang pelayanan umum. 

2) Menyelenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efisien dan 

efektif) sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat 

dilakukan lebih efektif. 

3) Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat secara 

menyeluruh untuk pembangunan pemerintahan yang bersih guna meningkatkan 

kesejahteraan. 

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, 

kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur 

dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan 

pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya 

yang dimiliki oleh aparat pajak. Di samping itu, juga kemudahan dalam melakukan 

hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya 

fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai dan pegawai yang cakap 

dalam tugasnya (Ni Luh, 2006). 

c. Tingkat penghasilan. 

Penghasilan wajib pajak sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan sangat 

terkait dengan besarnya pajak terutang, disamping itu tingkat penghasilan juga akan 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pemungutan pajak tepat pada 

waktunya, serta dalam upaya memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan 

besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam 

pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan. 

d. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan. 

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak 

mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak, sanksi perpajakan dalam 

undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat berupa denda dan 

bunga) dan sanksi pidana, dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

H1 : Perilaku kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kewajiban perpajakan (ValuntoryTax compliance). 

 

3. Penghindaran dan Pengelakan Pajak (Tax Avoidance And Tax Evasion) 

Penyebab dari penghindaran dan pengelakan pajak  (Tax Avoidance And Tax 

Evasion) meliputi tarif pajak yang terlalu tinggi, undang-undang yang tidak tepat, 

hukuman yang tidak memberikan erek jera, dan ketidakadilan yang nyata. Ketika situasi 

ini terjadi, penghindaran dan pengelakan pajak akan cenderung meningkat.(Devano dan 

Rahayu., 2006). Pengelakan pajak (tax evasion) adalah manipulasi ilegal terhadap 

sistem perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak dengan pengabaian terhadap 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang disengaja untuk menghindari 

pembayaran pajak.  

 

4. Kepatuhan terhadap norma sosial. 

Menurut Taylor (2006:266) Kepahutan adalah memenuhi permintaan orang lain, 

yang artinya sebagai saatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan 

keinginan orang lain atau melakukan yang diinginkan orang lain, Kelompok sosial yang 



FAIR VALUE : JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN KEUANGAN   

VOL 4 SPECIAL ISSUE 2 2021 

P-ISSN 2622-2191, E-ISSN  2622-2205   

 

629 

 

dibentuk oleh sekelompok individu pasti memiliki aturan, hal ini bertujuan agar 

individu yang menjalankan perannya dalam kelompok dapat tertruktur dan kegiatan 

yang dibentuk dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta norma sosial yang ditetapkan 

oleh kelompok harus dipatuhi oleh setiap individu yang tergabung dalam kelompok 

sosial tersebut.  

Federich (dalam Umami, 2010:26) kepatuhan norma sosial adalah kepatuhan 

terhadap otoritas pajak terjadi apabila peraturan dilegitimasi mengacu pada konteks 

norma sosial dan nilai kelompok, ada tiga bentuk perilaku yaitu: 

a. Konformitas (conformity). Suatu jenis perilaku kepatuhan yang terpengaruh pada 

kondisi sosial, sehingga individu akan mengubah sikap dan tingkah laku  sesuai 

dengan norma sosial yang ada. 

b. Penerimaan (compliance). Kecenderungan orang menginginkan sesuatu karena 

dipengaruhi oleh komonikasi yang berasal dari orang yang mempunyai pengetahuan 

luas atau berasal dari orang yang dipercaya sehingga tindakan yang di lakukan 

sesuai dengan keinginannya norma social yang ada dikelompok social masyarakat. 

c. Ketaatan (obedience). Ketaatan merupakan bentuk perilaku menyerahkan diri 

sepenuhnya kepada mereka yang memiliki wewenang, bukan terletak pada 

kemarahan atau agresi yang meningkat, tetapi lebih pada hubungan dengan pihak 

yang berwenang. 

H2 : Kecenderungan negosiasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban 

        perpajakan (valuntary tax compliance) 

 

5. Konsep moral dan Perilaku Kepatuhan Perpajakan. 

Moral perpajakan (Tax morale) dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsic 

untuk mematuhi dan membayar pajak  sehingga berkontribusi secara sukarela pada 

penyediaan barang-barang public(Torgler & Schneider,2004). 

Moral perpajakan merupakan determinan kunci yang dapat menjelaskan 

mengapa orang jujur dalam masalah perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan (tax 

compliance) dapat didefinisi sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak (WP) 

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, terdapat 

dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan 

formal adalah suatu keadaan dimana WP memenuhi kewajiban perpajakan secara 

formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan.Kepatuhan 

materiil adalah suatu keadaan dimana WP secara substantive memenuhi semua 

ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan 

(Nurmantu ,2000). 

H3 : Moral pajak  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban perpajakan 

        (valuntary tax compliance) 

 

6. Manajemen Laba 

Salah satu ukuran perusahaan yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan bisnis adalah laba yang dihasilkan perusahaan manajemen laba (earning 

manajemen, pola manajemen laba menurut Asyik(2000:23) dapat di lakukan dengan 

tiga teknik : mengubah metode akuntansi yang berbeda dengan metode sebelumnya 

sehingga dapat menaikkan atau menurunkan angka laba, manajemen mempengaruhi 

laporan keuangan dengan cara memainkan judgment (kebijakan) perkiraan 

akuntansi.Hal tersebut membarikan peluang bagi manajemen untuk melibatkan 

subyektifitas dalam menyusun estimasi, menggeser periode biaya atau pendapatan 
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(sering di sebut manipulasi keputusan operasional), misalnya : mempercepat atau 

menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi 

berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran untuk promosi sampai periode 

berikutnya, kerjasama dengan vendor untuk mempercepat atau menunda pengiriman 

tagihan sampai periode akuntansi berikutnya dan menjual investasi sekuritas untuk 

memanipulasi tingkat laba dan mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak 

terpakai. 

 

7. Hubungan persepsi dengan perilaku dalam penyediaan laporan keuangan. 

Indrawijaya (2010) terdapat tiga unsur utama dalam proses persepsi, kognisis, 

proses belajar dan proses pemecahan permasalahan atau proses pemilihan perilaku, 

rangsangan yang diterima akan mempengaruhi persepsi individu yang selanjutnya 

persepsi tersebut akan dilanjutkan dengan proses belajar yang menghubungkan 

pengalaman masa lampau dengan sekarang, melalui proses belajar tersebut individu 

akan mendapatkan berbagai kemungkinan tindakan yang diambil, sehingga konsekuensi 

membuat individu akan melakukan proses belajar kembali atau mendapatkan 

rangsangan yang baru. Persepsi merupakan pengamatan seseorang dengan 

menggunakan komponen kognisi yang dipengaruhi faktor personal dari individu 

tersebut seperti pengetahuan yang dimiliki, kebiasaan mengamati, minat atau keinginan 

untuk berperilaku, kepentingan pribadi atau kelompok, pengalaman yang diperoleh  

faktor sosial dan budaya.  

Salah satu ukuran perusahaan yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan bisnis adalah laba yang dihasilkan perusahaan manajemen laba (earning 

manajemen) didefinisi menurut Widyaningdyah (2001:92) membagi menjadi 

dua,Earning management dalam hal hanya berkaitan dengan pemilihan metode 

akuntansi.Earning management dalam artian sempit ini dedefinisikan sebagai perilaku 

manager untuk “bermain” dengan komponen discretionary accruals dalam penentuan 

besarnya laba. Earning management merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan 

(mengurangi) laba yang 

H4 : Manajemen laba  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban 

perpajakan 

       (valuntary tax compliance) 

 

8. Hubungan antara Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan dengan 

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, 

pengintepretasian terhadap stimulus oleh suatu organisasi atau individu sehingga 

merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas intergrated dalam diri individu. 

Sedangkan efektivitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan 

seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai (Nila dan Pancawati, 

2011). Dalam penelitian Muliari dan Ery (2011) menunjukkan bahwa persepsi yang 

baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar 

pajak. Persepsi yang baik akan memberikan pengaruh positif terhadap suatu peristiwa 

yang diamatinya. Semakin baik persepsi atas efektifitas sistem perpajakan maka 

semakin tinggi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, 

maka  Persepsi yang baik mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

H5 : Persepsi Kebijakan Fiskal  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban 

        perpajakan (valuntary tax compliance) 
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9. Theory of planned Behavior (Teori Perilaku Terencana) 

Menurut Azwar (2013:9) Psikologi memandang perilaku manusia(human 

behavior)sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun bersifat 

kompleks,dimana secara kodratinya terdapat bentuk-bentuk perilaku instrinsik yang di 

gunakan untuk mempertahankan kehidupannya.Lebih lanjut dikatakan bahwa salah satu 

karakteristik reaksi perilaku manusia yang menarik adalah pada saat terjadi satu 

stimulus yang dapat menimbulkan lebih dadi satu respon yang berbeda dan beberapa 

stimulus yang berbeda dapat saja menimbulkan satu respon yang sama. Perilaku adalah 

fungsi karakteristik individu dan lingkungan, dimana karakteristik individu terdiri dari 

berbagai variable-variabel seperti motif, nilai-nilai, sifat kepribadian dan sikap yang 

saling berinteraksi satu sama yang lain dan kemudian berinteraksi pula dengan factor-

faktor yang mempengaruhi dalam menentukan perilaku. 

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku WP  yang tidak 

patuh (noncompliance) sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, 

serta kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu 

muncul karena adanya niat untuk berperilaku.  

Menurut Ajzen (2006) “Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan  bahwa 

perilaku yang ditentukan oleh individu timbul karena ada minat untuk berperilaku. Ada 

tiga faktor perilaku yang adanya niat untuk berperilaku Meliputi : Behavioral beliefs 

merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil 

tersebut, Normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan 

motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, Control beliefs merupakan keyakinan 

tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan 

ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal–hal yang mendukung dan 

menghambat perilakunya tersebut (perceived power)”. 

H6 : Perilaku Kepatuhan wajib pajak berpengatuh positif dan signifikan terhadap 

kewajiban perpajakan  (valuntaryTax compliance) dimediasi kebijakan fiskal. 

H7 : Kecenderungan bernegosiasi berpengatuh positif dan signifikan terhadap 

kewajiban perpajakan  (valuntaryTax compliance)  dimediasi kebijakan fiskal. 

H8 : Moral pajak berpengatuh positif dan signifikan terhadap kewajiban perpajakan  

(valuntaryTax compliance) dimediasi kebijakan fiskal. 

H9 : Manajemen Laba berpengatuh positif dan signifikan terhadap kewajiban 

perpajakan  (valuntaryTax compliance)  dimediasi kebijakan fiskal. 

 

METODOLOGI 

 

Polulasi dan sampel 

Populasi target penelitian : wajib pajak perusahaan perorangan atau badan 

(PT,CV,Firma dan  Koperasi) di Surabaya yang peredaran brutonya dalam satu tahun  

tidak melebihi Rp 4.800.000.000, perusahaan tersebut didirikan sebelum tahun 2012 

dan dalam pelaporan perpajakan tidak menggunakan pembukuan tetapi dalam bentuk 

pencatatan. 

Jumlah sampel atau sampel size yang ditetapkan pada penelitian ini berjumlah 

52 responden, target responden  pimpinan atau wakil pimpinan perusahaan UMKM 

bidang industry pengolahan di Surabaya. Dari 52 data , bentuk badan usaha CV sebesar 

38 % ,PT 27 %,perorangan 16%,koperasi 12 % lainnya 7%. 
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Pengukuran variabel  

Variabel yang digunakan, disesuai dengan konsep, sedangkan dimensi, 

indikator, item dan skala Likert dengan katagori sangat setuju (SS) diberi skor 5; 

katagori setuju (ST) diberi skor 4; katagori netral (N) diberi skor 3; katagori tidak setuju 

(TS) diberi skor 2; katagori sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1, Sugiono, (2010) , 

merupakan acuan dalam penyusunan perangkat guna memperoleh data dengan 

menggunakan data pernyataan. Adapun variabel penelitian meliputi 1. Perilaku 

kepatuhan wajib pajak mendasarkan Alm,etal,(1991) dan Kep Men Keu 

792/PMK/03/2007 diukur menggunakan,ketepatan menyampaikan SPT, kelengkapan 

pngisian, kebenaran perhitungan, kwalitas pelayanan, pemahaman peraturan, kesadaran 

membayar tepat waktu dan persepsi terhadap sangsi. 2 kecenderungan bernegosiasi 

mengacu pada Devano dan Rahayu, (2006) Taylor (2006:266) diukur dengan 

:pemahaman peraturan, tata cara menghitung, kewajiban membyar dan keinginan 

bernegosiasi dalam membayar pajak. 3 Moral Pajak menurut Torgler & Schneider, 

(2004). Dan Nurmantu, (2000).Kepercayaan terhadap sistem hukum, kebanggaan, 

kebanggan Nasional, religiusitas, penghindaran, kondisi keuangan dan kondisi ekonomi. 

4  Asyik(2000:23) Marlina (014), Taking a Bath, Income Minimization, Income 

Maximization, Income Smoothing, Timing Revenue dan Expenses recognition. 5 

Persepsi kebijakan fiskal Nila dan Pancawati, (2011) Muliari dan Ery (2011) diukur 

dengan Penyederhanaan pengisian, menghitung, penyetoran SPT dan tarif dan valuntary 

tax compliance Ajzen (2006) Badan Kebijakan Fiskal ,(2017). PP23/7/2018 Kemauan 

sukarela, mematuhi untuk membayar, peningkatan penerimaan, kemampuan 

pembukuan. 

 

 Data analisis. 

Penelitian ini menggunakan SEM PLS dan diolah dengan WrapPLS versi  6.0 

guna mengevaluasi model Penelitian, dilakukan melalui dua tahap yaitu uji outer model 

dan inner model.Pengujian outer model untuk untuk mengetahui nilai korelasi valiabel 

laten, cross loadings, validitas dan reabilitas variabel serta R Square (R2), sedangkan 

inner model untuk mengetahui nilai path coefficient, inner model T-statistik, dan nilai 

total effect yang menunjukkan tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap 

variabel dependen (Hartono dan Abdillah,2009), Reliabilitas dapat di ukur dengan 

melihat nilai cronbach’ alpha dan composite reliability. Indikator dapat dikatakan 

reliabel apabila memenuhi nilai cronbach’ alpha ≥ 0,5 dan composite reliability ≥ 0,7, 

sedangkan AVE yang baik disyaratkan memiliki nilai lebih besar dari 0,50. 

 

Tabel 1. Uji Validitas dan Reabilitas 
Variabel Composite reliability Cronbach’ alpha AVE Information 

PrKWP 0,901 0,868 0,559 Valid & Reliabel 

KB 0,846 0,780 0,578 Valid & Reliabel 

MP 0.897 0,864 0,561 Valid & Reliabel 

ML 0,963 0.951 0,838 Valid & Reliabel 

KF 0,892 0,861 0,590 Valid & Reliabel 

VTC 0,881 0,828 0,601 Valid & Reliabel 

Sumber:Data Primer Tahun 2020 diolah warpPLS versi 6.0 

 

Tabel 1 nampak bahwa nilai composite reliability dari keenam variabel laten 

bernilai lebih dari 0,7 sedangkan nilai  cronbach’ alpha dari semua variabel bernilai 
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lebih dari 0,5 maka dapat di simpulkan bahwa setiap variabel indikator telah reliabel 

atau handal dalam mengukur variabel latennya, serta didukung dengan semua kontruk 

menunjukkan nilai AVE yang lebih besar dari 0,50, sehingga sudah memenuhi 

persyaratan sesuai dengan batas nilai minimal AVE yang ditentukan 0,50. 

 

Evaluasi Model Struktural (lnner Model) 

Dalam menilai model struktural (inner model) dengan penggunaan PLS, dapat 

menggunakan besaran presentase variance yang dijelaskan yaitu dengan melihat nilai R-

squares untuk variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model structural. 

Solimun (2017), menganjurkan bahwa sebelum dilakukan interpretasi terhadap hasil 

pengujian, maka model seharusnya memiliki Goodness of fit (GoF), yang dimaksudkan 

sebagai indeks dan ukuran kebaikan hubungan antara variabel laten (inner model) 

terkait juga dengan asumsi-asumsinya. 

Dalam konteks PLS-SEM ukuran Fil model pada Warp PLS 6.0 terdapat 10 

ukuran kesesuaian model yaitu Average Path Coeffecient (APC), Average R- Square 

(ARS), Average adjusted R-Sguare (AARS), Average block variance inflation faktor 

(AVIF), average full collinearitty VIF (AFVIF), Tenenhaus GoF (GoF), sympson’s 

paradox ratio (SPR), R-Square contribution Ratio (RSCR), Statistical suppression ratio 

(SSR), dam Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR). Adapun rule of 

thumbs evaluasi model fit dan quality indices pada Warp PLS 6.0 disajikan pada Tabel 

2. 

  

Tabel 2. Hasil Perhitungan Kesesuaian Model 

No 
Kesesuaian Model dan 

Indikasi Kualitas 

Hasil 

Penelitian 

Nilai Di 

terima 

Nilai 

Ideal 
Kesimpulan 

1 Average path 

coefficiant(APC) 

0.335 P<0.002  APC 

Signifikan 

2 Average R-squared 

(ARS) 

0.818 P<0.001  ARS 

Signifikan 

3 Average adjusted R-

sguared (AARS) 

0,800 P<0.001  AARS 

Signifikan 

4 Average block VIF 

(AVIF) 

1.988 If ≤ 5 3.3 Nilai AVIF 

ideal  

5 Average Full collinearity 

(AFVIF) 

2.803 Acceptable if  

≤  5 

≤ 3.3 Nilai AFVIF 

ideal  

6 Tenenhaus Gof (GoF) 0,694 Small ≥ 0.1 

Medium ≥0.25 

Large ≥ 0.36 

- Nilai Gof 

besar 

7 Sympson”s paradox 

ratio (SPR) 

0,778 Acceptable if 

≥ 0.7 

1 Nilai SPR 

diterima 

8 R-squared Contribution  

ratio (RSCR) 

0,963 ≥  0,9  Nilai RSCR 

diterima 

9 Statistical suppression 

ratio (SSR) 

1.000 ≥ 0.7  Nilai SSR 

diterima 

10 Nonlinier bivariate 

causality direction ratio 

(NLBCDR) 

0.944 ≥ 0.7  Nilai 

NLBCDR 

diterima 

Data Primer diolah (2020) 
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 Tabel 2 menunjukkan kesesuaian model yang dihasilkan berada pada nilai ideal 

sehingga model dapat diterima, oleh karena itu model penelitian ini dinyatakan sebagai 

model yang baik karena dapat mewakili data. 

 

HASIL PENELITIAN  

 

 Hasil Pengujian model struktural (inner model) dapat dilihat pada R-square (R2) 

pada setiap variabel endogen Kebijakan fiskal dan valuntary tax compliance , R-square 

(R2) digunakan untuk mengukur tingkat variasi dalam variabel endogen yang di jelaskan 

oleh sejumlah variabel yang mempengaruhi (Hartono dan Abdillah,2009), semakin 

tinggi R2 berarti semakin baik model prediksi yang diajukan hasil penelitian 

menunjukkan besarnya nilai R2 sebesar 0,74. 

 
Gambar 1. Model Hasil Penelitian 

 

Tabel 3. Hasil Pengujian Koefisien Jalur Pada Inner Model 

Hubungan antar variabel 
Koefisien 

jarur 

Deviasi 

Standar 
P Keputusan 

Perilaku Kepatuhan wajib 

→ Pajak Valuntary Tax 

Compliance 

0,28 0,06 <0,01 

Pengaruh Positf 

Signifikan 

Keinginan bernegosiasi  → 

Valuntary Tax Compliance 
0,29 0,06 <0,01 

Pengaruh Positf 

Signifikan 

Moral Pajak  → Valuntary 

Tax Compliance -0,05 0,06 0,035 

Pengaruh 

Negatif tidak 

Signifikan 

Manajemen Laba  → 

Valuntary Tax Compliance 
0,24 0,06 <0,03 

Pengaruh Positf 

Signifikan 

Kebijakan Fiskal →  

Valuntary Tax Compliance 
0,65 0,06 <0,01 

Pengaruh Positf 

Signifikan 

Kepatuhan wajib  pajak →  

Kebijakan fiskal  
0,19 0.05 <0,08 

Pengaruh Positf 

Signifikan 

Keinginan bernegosiasi  → 

Kebijakan Fiskal 
0,32 0,17 <0,01 

Pengaruh Positf 

Signifikan 

Moral Pajak  → Kebijakan 0,13 0,05 0,020 Pengaruh Positf 
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Fiskal Signifikan 

Manajemen Laba → 

Kebijakan Fiskal 
0,86 0,73 <0,01 

Pengaruh Positf 

Signifikan 

Sumber :Data primer diolah,tahun 2020 

 

 Dari Tabel 3 dan gambar 1 menggambarkan hubungan antar variabel yang di 

jelaskan sebagai berikut: Perilaku kepatuhan wajib pajak, keinginan wajib pajak untuk 

bernegosiasi, penyediaan laporan keuangan mendasarkan manajemen laba dan 

kebijakan fiskal terhadap kewajiban perpajakan (valuntary tax compliance) mempunyai 

koefisien dengan arah positip, signifikan terhadap kewajiban perpajakan (valuntary tax 

compliance), berarti ada hubungan antara perilaku kepatuhan wajib pajak, keinginan 

wajib pajak untuk bernegosiasi, manajemen laba dan kebijakan fiskal terhadap 

kewajiban perpajakan (valuntary tax compliance), sedangkan  Moral pajak terhadap 

kewajiban perpajakan (Valuntary Tax Compliance) mempunyai koefisien dengan arah 

negatif, tidak signifikan terhadapkewajiban perpajakan (valuntary tax compliance), 

berarti mempunyai arah yang berbanding terbalik, apabila moral pajak ditingkatkan 

akan menurunkan kewajiban perpajakan (valuntary tax compliance) dan ada sedikit 

hubungan antara moral pajak  terhadap valuntary tax compliance. 

 Perilaku kepatuhan wajib pajak, keinginan wajib pajak untuk bernegosiasi, 

Moral pajak dan kewajiban menyelenggarakan keuangan melalui manajemen laba 

terhadap persepsi kebijakan fiskal mempunyai koefisien dengan arah positif, signifikan 

terhadap kebijakan fiskal, berarti ada hubungan antara pelilaku kepatuhan wajib pajak, 

keinginan wajib pajak untuk bernegosiasi, moral pajak dan  manajemen laba terhadap 

terhadap kebijakan fiskal.  

 

Hasil Uji Variabel Mediasi. 

 Metode pengujian mediasi dapat dilakukan dengan melihan uji jalur tidak 

langsung. Tabel 4 menunjukkan koefisien dan nilai-P untuk menilai efek mediasi. 

 

Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis Untuk Uji Mediasi 

No Hubungan antar variabel Koefisien 

jalur 

P-value Keterangan 

Pengujian Variabel Mediasi 2 segmen 

Variabel 

independen 

Variabel 

Mediasi 

Variabel 

dependen 

Koefisien 

jalurtidak 

langsung 

P-value Keterangan 

1 Perilaku 

Kepatuhan wajib 

pajak 

Persepsi 

Kebijakan 

Fiskal 

Valuntary tax 

compliance 

0,05 0,02 Mediasi 

2 Keinginan 

bernegosiasi 

Persepsi 

Kebijakan 

Fiskal 

Valuntary tax 

compliance 

0,11 <0,01 Mediasi 

3 Moral Pajak Persepsi 

Kebijakan 

Fiskal 

Valuntary tax 

compliance 

0,03 0,03 Mediasi 

4 Manajemen laba Persepsi 

Kebijakan 

Fiskal 

Valuntary tax 

compliance 

0,25 <0,01 Mediasi 



FAIR VALUE : JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN KEUANGAN   

VOL 4 SPECIAL ISSUE 2 2021 

P-ISSN 2622-2191, E-ISSN  2622-2205   

 

636 

 

 Hasil pengujian variabel mediasi kebijaksanaan fiskal dalam hubungannya 

antara kepatuhan wajib pajak,keinginan bernegosiasi, moral pajak,manajemen laba 

terhadap valuntary tax compliance, nilai P-value <0,05, hal ini menunjukkan kebijakan 

fiskal adalah variabel mediasi. 

 

Hasil Uji Hipotesis pengaruh mediasi. 

 Hipotesis dalam penelitian ini ada 9, 5 hipotesis pengaruh langsung, 4 hipotesis 

melihat pengaruh tidak langsung dan adanya 1 hipotesis melihat pengaruh variabel 

mediasi. 

 

Tabel 6. Hasil Pengujian hipotesis 

Hipotesis 

Penelitian 

Konstruk 

Second Order 

Path 

Coefficient 
P-Value Kesimpulan 

H 1 KWP→ VTC 0,284 <0,001 Berpengaruh positif, 

signifikan 

H 2 KB  → VTC 0,286 <0,001 Berpengaruh 

positif,signifikan 

H 3 MP → VTC -0,054 0,192 Berpengaruh negatif, 

tidak signifikan 

H 4 ML → VTC 0,244 <0,001 Berpengaruh 

positif,signifikan 

H 5 KF → VTC 0,652 <0,001 Berpengaruh 

positif,signifikan 

H 6 KWP → KF→ 

VTC 

0,188 <0,001 Berpengaruh 

positif,signifikan 

H 7 KB → KF → 

VTC 

0,323 <0,001 Berpengaruh 

positif,signifikan 

H 8 MP → KF →  

VTC 

-0,125 0,020 Berpengaruh 

negatif,signifikan 

H 9 ML → KF → 

VCT 

0,862 <0,001 Berpengaruh 

positif,signifikan 

 

Pengaruh Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kewajiban Perpajakan 

Secara Sukarela (Valuntari Tax Compliance). 

 Hasil analisis pengaruh perilaku kepatuhan wajib pajak terhadap valuntari tax 

compliance adalah positif dan signifikan. Hasil ini mengindikasikan apabila perilaku 

kepatuhan wajib pajak ditingkatkan yang meliputi peningkatan ketepatan 

menyampaikan SPT yang dilakukan oleh wajib pajak karena adanya sanksi yang harus 

dibayar apabila terjadi keterlambatan namun perlu adanya peran pemerintah khususnya 

untuk wajib pajak yang pelaporannya menggunakan e-filing dan e-SPT, di dukung 

dengan penelitian Mar’atussholihah et al. (2013), melihat kepatuhan wajib pajak 

melalui: pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan tarif pajak, pengetahuan 

perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Kesadaran bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya 

membayar pajak terhutang tepat pada waktunya dan memahami pengenaan sangsi 

perpajakan secara adil bagi yang melanggar maka akan dapat meningkatkan valuntory 

tax compliance , dengan kata lain semakin meningkat kepatuhan wajib pajak maka 
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valuntory tax compliance juga semakin meningkat. Didukung oleh Alm, et al. (1992), 

Harinurdin (2009) Model kepatuhan pajak dengan menggunakan  faktor moral, 

dinamika social dan budaya pajak , Hasil Penelitian menunjukkan, persepsi kontrol 

prilaku tidak siknifikan berpengaruh langsung pada kepatuhan wajib pajak, persepsi 

kontrol perilaku mempunyai pengaruh positif yang signifikan, sedangkan Susmiatun 

dan Kusmuriyanto (2014), meneliti kepatuhan dengan melihat :pengetahuan 

perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan, menunjukkan secara 

simultan pengetahuan pajak, ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 

 

Pengaruh Kecenderungan Bernegosiasi terhadap Kewajiban Perpajakan Secara 

Sukarela (Valuntari Tax Compliance). 

 Negosiasi merupakan proses komunikasi yang terstruktur dan direncanakan, 

dimana dua orang atau lebih dengan tujuan yang berbeda untuk berkomonikasi guna 

mencapai suatu kesepakatan yang dapat menguntungkan semua pihak, menyelesaikan 

masalah dan mencari solusi dari masalah yang dihadapi dengan harapan semuanya 

mendapatkan manfaat. 

Hasil hipotesis menunjukan pengaruh positif dan signifikan hal ini menunjukkan 

bahwa adanya wajib pajak yang melakukan kecenderungan  bernegosias, dikarenakan 

wajib pajak memiliki hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan sistem 

pemungutan pajak yang dianut  yaitu self assement system, wajib pajak diberi 

wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan dan 

melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar. Wajib pajak kadang-kadang perlu 

melakukan negosiasi untuk mengurangi hutang pajak akibat dari kesalahan hitung, 

memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada kecenderungan  wajib pajak masih melakukan negosiasi berarti wajib pajak 

UMKM kurang memahami tatacara menghitung pajak terhutang.  

Didukung oleh Jayanto (2011) melihat ketidak patuhan wajib pajak melalui 

sikap, norma subyektif dan moral berpengaruh terhadap niat kepatuhan wajib pajak. 

Hasil menunjukkan sikap ketidak patuhan pajak  tidak berpengaruh terhadap niat 

ketidak patuhan wajib pajak, sedangkan norma subyektif berpengaruh signifikan 

terhadap ketidak patuhan wajib pajak dalam penelitian ini moral tidak berpengaruh 

terhadap niat tax profesional untuk berperilaku tidak patuh.  

 

Pengaruh Moral Pajak terhadap Kewajiban Perpajakan Secara Sukarela 

(Valuntari Tax Compliance). 

 Hasil hipotesis menunjukkan berpengaruh negatif dan tidak signifikan hal ini 

mempunyai pengertian apabila moral pajak ditingkatkan akan menurunkan penerimaan 

valuntary tax compliance, moral pajak merupakan motivasi intrinsik untuk mematuhi 

dan membayar pajak serta dapat menjelaskan mengapa wajib pajak jujur dalam 

masalah perpajakan sedangkan tax compliance merupakan suatu keadaan dimana wajib 

pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan aturan formal 

undang-undang perpajakannya. Apabila wajib pajak percaya terhadap sistem hukum 

yang ada maka keperyaaan wajib pajak dapat ditingkatkan karena kepercayaan wajib 

pajak mempengaruhi dorongan wajib pajak  untuk berkomitmen dan patuh dengan 

peraturan. 

  Kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan akan terlihat bagaimana 

hubungan antara Negara dengan warganegaranya, jika individu mempersepsikan bahwa 
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negara bisa dipercaya, maka tingkat kepercayaan wajib pajak akan meningkat sehingga 

akan meningkatkan pula kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Apabila kita lihat 

dari aspek kebanggaan nasional,maka kebanggaan nasional  mempengaruhi perilaku 

individu dalam kelompok, organisasi dan masyarakat, perasaan bangga membuat wajib 

pajak berperilaku kooperatif yang selanjutnya akan meningkatkan motivasi intrinsik 

untuk membayar pajak, jika wajib pajak menyakini bahwa tindakan penggelapan pajak   

(tax evasion) merupakan hal umum maka tax moral akan semakin rendah, hal ini 

menunjukkan bahwa apabila wajib pajak moralnya sudah baik maka akan mematuhi 

peratunan perpajakan, namun yang terjadi moral wajib pajak tidak tumbuh dari 

motivasi intrinsik individu melainkan dari paksaan otoritas pajak yang berupa denda 

pajak. 

  Hasil penelitian ini didukung oleh Cahyonowati (2011) meneliti moral dan 

kepatuhan perpajakan, hasil menunjukkan sosial kemasyarakatan dan demografi tidak 

berpengaruh terhadap moral pajak sedangkan faktor penghambat (deterrence Factors) 

hanya denda pajak yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap moral perpajakan, 

sedangkan moral perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

kepatuhan perpajakan. Tingkat religiulitas wajib pajak mempengaruhi tingkat 

seseorang untuk melanggar peraturan (the degree of rule breaking), sehingga 

religiulitas dapat membatasi niatan individu untuk menggelapkan pajak, seperti yang di 

lakukan Torgler dan Schneider (2004) menggunakan ukuran frekuensi individu pergi 

ke gereja, Di Australia wajib pajak yang sering ke gereja menunjukkan tax moral yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang jarang pergi ke gereja. Di Indonesia 

religiulitas merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena keragaman agama jika 

dibandingkan dengan Australia. 

Penelitian yang beda di lakukan oleh Hidayat dan Nugroho (2016) meneliti 

Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada 

perilaku ketidak patuhan pajak  orang pribadi. Yang dilihati: Pengaruh sikap (attitude) 

terhadap niat berperilaku, Pengaruh norma subyektif (subjective norm) terhadap niat 

berperilaku, Pengaruh kewajiban moral (moral obligation) terhadap niat berperilaku, 

Pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat berperilaku, Pengaruh niat 

berperilaku (behavioral intention ) terhadap perilaku. Hasil penelitian 

menunjukkan:Pengaruh sikap (attitude) terhadap niat berperilaku adalah negatif dan 

tidak signifikan,  pengaruh norma subyektif (subjective norm) terhadap niat berperilaku 

adalah positif dan tidak signifikan, pengaruh kewajiban moral (moral obligation) 

terhadap niat berperilaku adalah positif dan signifikan, pengaruh kontrol perilaku yang 

dipersepsikan terhadap niat berperilaku adalah negatif dan tidak signifikan, pengaruh 

niat berperilaku (behavioral intention ) terhadap perilaku adalah positif dan signifikan. 

 

Pengaruh Manajemen Laba terhadap Kewajiban Perpajakan Secara Sukarela 

(Valuntari Tax Compliance). 

 Hasil hipotesis menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, penyediaan 

laporan keuangan melalui menejemen laba timbul karena kelemahan peraturan 

akuntansi menejemen laba merupakan upaya yang sengaja dilakukan untuk 

memperkecil atau fluktuasi pada laba yang dianggap normal bagi perusahaan, hal ini 

merupakan bagian upaya manajemen perusahaan untuk mengurangi variasi tidak normal 

pada laba dalam tingkat yang diizinkan oleh prinsip –pronsip akuntansi, karena masih 

menggunakan metode atau prosedur akuntansi yang diterima atau diakui secara umum. 

Tindakan tersebut muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan 
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sebagai wajib pajak dengan pemerintah sebagai pemungut pajak, sehingga mendorong 

wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya. 

 Hal ini sejalan dengan penelitian  Marlina (2014) meneliti pengaruh manajemen 

laba dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan keputusan manajemen untuk 

meminimalkan atau memaksimalkan laba diukur dengan : Taking a bath, income 

minimization dan income smoothing. Hasil menunjukkan manajemen laba berpengaruh 

terhadap kepatuhan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 

perpajakan, didukung pula penelitian Peter (2003) bahwa manajemen laba akan 

mempengaruhi terhadap peningkatan Tax Compliance UMKM 

.  

Pengaruh Kebijakan Fiskal  terhadap Kewajiban Perpajakan Secara sukarela 

(Valuntari Tax Compliance). 

Hasil uji hipotesis berpengaruh positif dan signifikan artinya perbaikan sistem 

perpajakan dan perubahan peraturan pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak,  kepatuhan pajak sukarela (Valuntary Tax Compliance) dapat dicapai apabila 

sistem perpajakanyang meliputi kebijakan pajak dan administrasi pajak dapat dikelola 

dengan baik dan penggunaan penerimaan bersumber dari pajak diimplementasikan 

melalui kebijakan pengeluaran dengan kaedah pemerintah yang baik dan sesuai. Dalam 

upaya untuk men mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela 

(Valuntary Tax Compliance) serta mendorong kontribusi penerimaan dari UMKM, 

pemerintah telah menerbitkan kebijakan fiskal UMKM dari PP 46 Tahun 2013 yang 

telah dirubah dengan PP 23 Tahun 2018, salah satu alasan kebijakan fiskal ini di 

keluarkan menyederhanakan pemungutan dan peningkatan keadilan  pajak untuk 

UMKM yang mempunyai peredaran bruto kurang dari 4,8 milyard.  

Hasil hipotesis didukung dengan penelitian Syafiqurrahman et al (2017) 

meneliti tentang analisis pengaruh kebijakan fiskal UMKM  terhadap upaya pemerintah 

dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui sektor UMKM.  Hasil 

menunjukkan: kebijakan fiskal berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib 

pajak UMKM, sedangkan menurut Nashrudin et al. (2014) melihat pengaruh persepsi 

kebijakan fiskal terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak yang memiliki peredaran 

bruto tertentu. Hasil menunjukkan persepsi kebijakan fiskal memiliki pengaruh positif 

dan signifikan  terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak hal ini  menunjukkan bahwa 

semakin baik persepsi wajib pajak atas kebijakan fiskal  yang telah ditetapkan maka 

semakin tinggi tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak. 

 

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kewajiban Perpajakan Secara 

Sukarela (Valuntari Tax Compliance dimediasi kebijakan fiskal UMKM. 

 Hasil uji hipotesis berpengaruh positif dan signifikan hal ini dikarenakan 

pemerintah telah berupaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak 

secara sukarela (valuntary Tax compliance) serta mendorong kontribusi penerimaan 

Negara dari UMKM pemerintah telah menerbitkan kebijakan fiskal UMKM melalui PP 

23 Tahun 2018 dalam peraturan ini diatur pengenaan pajak penghasilan bersifat final 

atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, peraturan ini merupakan aplikasi model 

presumptive regime dalam perpajakan yang merupakan bentuk pendekatan pengenaan 

pajak yang pelakunya masih memiliki keterbatasan kemampuan administrasi dan 

pembukuan. 

Didukung oleh penelitian Nurpratiwi at al. (2015) Persepsi wajip pajak tentang 

kebijakan fiskal pajak penghasilan UMKM ditinjau dari kesederhanaan dalam 
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pemungutannya atau asas convenience dinyatakan setuju, ditinjau dari berkurangnya 

beban administrasi atau asas efficiency dinyatakan setuju, ditinjau dari ketepatan dalam 

pemungutan atau asas certainty tidak setuju dan di tinjau dari segi keadilan atau equality 

hasil menunjukkan tidak setuju.  

Konsep perilaku yang diungkapkan Duncan dalam Indrajaya (2010) menjadi 

dasar hubungan antara persepsi atas kebijakan fiskal dengan kepatuhan Sukarela. 

Amalah (2013) hasil penelitiannya adalah persepsi atas reformasi administrasi 

perpajakan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan  wajib pajak. 

 

Pengaruh Kecenderungan Bernegosiasi terhadap Kewajiban Perpajakan Secara 

Sukarela (Valuntari Tax Compliance) dimediasi kebijakan fiskal UMKM 

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positifdan signifikan antara keinginan 

negosiasi dengan kepatuhan wajib pajak yang di mediasi kebijakan fiskal hal ini 

menunjukkan pelaku usaha UMKM kurang memahami kebijakan fiskal  dan tidak bisa 

membedakan antara penghasilan dikenakan final dan tidak final, namun wajib pajak 

memiliki persepsi yang baik terhadap kebijakan pajak dengan menyadari membayar 

pajak merukan kewajiban, terkait dengan kebijakan fiskal mayoritas wajib pajak 

menyadari bahwa kebijakan yang baru lebih memudahkan dan lebih sederhana dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakannya.,negosiasi dilakukan manakala terjadi kesalahan 

menghitung sehingga mengajukan permohonan untuk penghapusan sanksi pajak dan 

penundaan pembayaran.  

Sejalan dengan penelitian Syafiqurrahman et al. (2017) Dalam penelitiannya 

analisis pengaruh kebijakan fiskal  terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan 

perekonomian Indonesia  melalui Sektor UMKM. . Hasil menunjukkan kebijakan fiskal 

berpengaruh positif  terhadap keberlangsungan UMKM dan kebijakan fiskal 

berpengaruh positif terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian 

melalui kepatuhan wajib pajak UMKM. Demikian juga Nashrudin et al. (2014) meneliti 

tentang persepsi kebijakan fiskal  terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak (Valuntary 

Tax Compliance). Hasil penelitian menunjukkan persepsi kebijakan fiskal  memiliki 

pengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak.  

 

 Pengaruh Moral Pajak terhadap Kewajiban Perpajakan Secara Sukarela 

(Valuntari Tax Compliance) dimediasi kebijakan fiskal UMKM. 

 Hasil penelitian berpengaruh negatif dan signifikan, menunjukkan kepatuhan 

wajib pajak sangat dipengaruhi oleh moralitas wajib pajak, disebabkan membayar pajak 

adalah aktivitas perilaku kondisi wajib pajak itu sendiri. Aspek moral dalam bidang 

perpajakan meliputi, kewajiban moral  wajib pajak dalam menjalankan kewajiban 

perpajakannya sebagai warga negara yang baik dan kesadaran wajib pajak atas alokasi 

penerimaan oleh pemerintah.    

 Perilaku kepatuhan wajib pajak adalah dimana wajib pajak memenuhi semua 

kewajiban dan hak perpajakannya, sedangkan ketidak patuhan sebagai keadaan dimana 

wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, yang menjadi dasar penyebab 

ketidak patuhan, yang bisa menimbulkan penghindaran dari kewajiban 

perpajakannya,aspek moral dalam bidang perpajakan penting utuk meningkatkan 

kepatuhan, sesuai dengan penelitian Hidayat dan Nugroho (2016) melakukan penelitian 

studi empiris theory of planned behavior dan pengaruh kewajiban moral pada perilaku 

ketidak patuhan pajak orang pribadi beda pula yang di lakukan oleh Cahyonowati 

(2011) meneliti moral dan kepatuhan perpajakan (Tax compliance) dengan 
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menggunakan, Sosial kemasyarakatan ,demografi dan deterrence factors, hasil 

menunjukkan sosial mayarakatat dan demografi tidak berpengaruh terhadap moral pajak 

tetapi moral pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan perpajakan . Mengacu pada 

penelitian diatas, maka dalam penelitian ini, peneliti melihat ketidak patuhan wajib 

pajak dilihat dari perilaku wajib pajak 

 

Pengaruh Manajemen Laba terhadap Kewajiban Perpajakan Secara Sukarela 

(Valuntari Tax Compliance) dimediasi kebijakan fiskal UMKM. 

 Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif dan signifikan hal ini 

menunjukkan apabila manajemen laba di lakukan dengan mengacu pada kebijakan 

fiskal untuk  UMKM maka akan meningkatkan kewajiban perpajakan (Valuntary Tax 

Compliance). Manajemen laba untuk tujuan pajak seringkai terbentur pada tekanan 

piningkatan laba, keinginan manajemen laba untuk tujuan meminimalkan jumlah pajak 

terhutang tidak harus laba fiskal lebih kecil dari pada laba akuntansi, melainkan 

perbedaan laba pajak dengan laba akuntansi bisa diminimalkan untuk menghindari 

perhitungan pajak lebih bayar sehingga meminimalisir kemungkinan adanya 

pemeriksaan.  

Hasil hipotesis sejalan dengan penelitian Marlina (2014) menguji pengaruh 

manajemen laba dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan, hasil penelitian 

menunjukkan manajemen laba memberikan pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan 

dan sanksi perpajakan memberi pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan tidak lepas 

dari kondisi perilaku wajib pajak itu sendiri.  

 

Kontribusi teoritis dan praktis : 

Kontribusi teoritis 

Memberikan kontribusi dan memperkaya ilmu manajemen sosial dan Psikologi 

dengan menggunakan teori perilaku, semakin maju masyarakat dan pemerintahnya, 

semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun semakin kritis pula dalam 

menyikapi masalah kebijakan perpajakan. Untuk itu dalam upaya meningkatkan 

kepatuhan sukarela (valuntary compliance) dapat menggunakan teori perilaku sosial 

masyarakat.  

 

 Kontribusi Praktis  

Memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam upaya perbaikan perubahan 

kebijakan fiskal dan pengembangan sistem administrasi kewenangan yang harus 

dimiliki oleh sebuah otoritas pajak harus proposional dengan kebutuhan sumber daya 

yang tersedia. pajak yang dipungut harus didasarkan pada undang-undang, sehingga 

ada kepastian hukum baik dari petugas pajak sebagai pengumpul pajak maupun bagi 

wajib pajak sebagai pembayar pajak. 

 

 Keterbatasan Penelitian  

 Dalam penelitian tidak melibatkan UMKM yang menyelenggarakan pembukuan 

dimana  kewajiban perpajakan dihitung berdasarkan laba fiskal dengan menggunakan 

tarif pasal 17 Undang-undang perpajakan No 36 tahun 2008, tidak melihat peran 

pemerintah sebagai penyedia pelaksana administrasi dalam mengaplikasikan kebijakan 

fiskal tersebut, tidak mempertimbangkan  kondisi keuangan dan fasilitas perusahaan 

wajib pajak, dimana kondisi keuangan perusahaan yang buruk secara tidak langsung 

akan menimbulkan tindakan negatif dari staf dan karyawan perusahaan termasuk 
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tindakan untuk melakukan ketidak putuhan wajib pajak, sedangkan fasilitas perusahaan 

akan mempengaruhi tindakan tax profesional  yang berkaitan dengan peraturan pajak 

yang berlaku, data diperoleh dengan menggunakan bantuan kuesioner/ secara tertulis 

tidak menggunawan metode wawancara sehingga peneliti tidak mengetahui reaksi 

responden pada saat mengisi kuesioner tersebut. 

 

Saran untuk Peneliti Lanjutan 

Melibatkan UMKM yang peredaran bruto ≤ Rp 4.800.000.000 tetapi      

menyelenggarakan pembukuan dimana  kewajiban perpajakan dihitung berdasarkan 

laba fiskal dengan menggunakan tarif pasal 17 Undang-undang    perpajakan No 36 

tahun 2008. Eksplorasi variabel disarankan melihat peran pemerintah sebagai penyedia     

pelaksana administrasi dalam mengaplikasikan kebijakan fiskal tersebut. Serta 

mempertimbangkan variabel keuangan dan fasilitas perusahaan wajib     pajak, karena 

jika kondisi keuangan perusahaan buruk secara tidak langsung akan menimbulkan 

tindakan negatif dari staf dan karyawan     perusahaan termasuk tindakan untuk 

melakukan ketidak patuhan wajib pajak. 

 

KESIMPULAN 

 

Tingkat kepatuhan wajib pajak semakin baik maka dapat mendorong  

meningkatkan valuntary tax compliance, apabila kepatuhan wajib pajak ditingkatkan 

yang meliputi peningkatan ketepatan menyampaikan SPT yang dilakukan oleh wajib 

pajak karena adanya sanksi yang harus dibayar apabila terjadi keterlambatan namun 

perlu adanya peran pemerintah khususnya untuk wajib pajak yang pelaporannya 

menggunakan e-filing dan e-SPT, Negosiasi merupakan proses komunikasi yang 

terstruktur dan direncanakan, untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua 

pihak, menyelesaikan masalah dan mencari solusi dari masalah yang dihadapi dengan 

harapan semuanya mendapatkan manfaat, wajib pajak diberi wewenang, kepercayaan 

dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri 

pajak yang harus dibayar. Wajib pajak kadang-kadang perlu melakukan negosiasi untuk 

mengurangi hutang pajak akibat dari kesalahan hitung, memperhitungkan, menyetor dan 

melaporkan pajaknya. 

Moral pajak merupakan motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak 

serta dapat menjelaskan mengapa wajib pajak jujur dalam masalah perpajakan 

sedangkan tax compliance merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban perpajakannya secara formal, apabila wajib pajak percaya terhadap sistem 

hukum yang ada maka keperyaaan wajib pajak dapat ditingkatkan karena kepercayaan 

wajib pajak mempengaruhi dorongan wajib pajak  untuk berkomitmen dan patuh 

dengan peraturan. 

Menejemen laba timbul karena kelemahan peraturan akuntansi, menejemen laba 

merupakan upaya yang sengaja dilakukan untuk memperkecil atau fluktuasi pada laba 

yang dianggap normal bagi perusahaan, hal ini merupakan bagian upaya manajemen 

perusahaan untuk mengurangi variasi tidak normal pada laba dalam tingkat yang 

diizinkan oleh prinsip –pronsip akuntansi. Tindakan tersebut muncul karena adanya 

perbedaan kepentingan antara perusahaan sebagai wajib pajak dengan pemerintah 

sebagai pemungut pajak, sehingga mendorong wajib pajak untuk meminimalkan 

kewajiban perpajakannya.  
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Kebijakan fiskal untuk perbaikan sistem perpajakan dan perubahan peraturan 

pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak,  kepatuhan pajak sukarela 

(Valuntary Tax Compliance) dapat dicapai apabila sistem perpajakan yang meliputi 

kebijakan pajak,  administrasi pajak dapat dikelola dengan baik dan penggunaan 

penerimaan yang bersumber dari pajak diimplementasikan melalui kebijakan 

pengeluaran dengan kaedah pemerintah yang baik dan sesuai. Dalam upaya untuk 

mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (Valuntary Tax 

Compliance) serta mendorong kontribusi penerimaan dari UMKM ,pemerintah telah 

menerbitkan kebijakan fiskal UMKM dari PP 46 Tahun 2013 yang telah dirubah 

dengan PP 23 Tahun 2018, salah satu alasan kebijakan fiskal ini di keluarkan adalah 

dalam menyederhanakasn pemungutan, pelaporan dan peningkatan keadilan  pajak 

untuk UMKM yang mempunyai peredaran bruto kurang dari 4,8 milyard . 

Keinginan bernegosiasi dengan kepatuhan wajib pajak yang di mediasi 

kebijakan fiskal menunjukkan pelaku usaha UMKM kurang memahami kebijakan fiskal  

dan tidak bisa membedakan antara penghasilan dikenakan final dan tidak final, namun 

wajib pajak memiliki persepsi yang baik terhadap kebijakan pajak dengan menyadari 

membayar pajak merukan kewajiban, terkait dengan kebijakan fiskal, mayoritas wajib 

pajak menyadari bahwa kebijakan yang baru lebih memudahkan dan lebih sederhana 

dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya,  negosiasi dilakukan manakala terjadi 

kesalahan menghitung sehingga mengajukan permohonan untuk penghapusan sanksi 

pajak dan penundaan pembayaran, sanksi perpajakan untuk jaminan wajib pajak agar 

tidak melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan, dengan harapan sanksi yang 

diberikan harus jelas dan tegas, tidak mengenal kompromi, sehingga memberikan efek 

jera. 
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